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              BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal menuntut adanya badan khusus yang bertugas untuk menentukan 

kehalalan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam hal ini disebut dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat dengan  BPJPH. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya 

disingkat dengan JPH itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Untuk mengetahui 

kehalalan dan kesucian suatu produk dalam penyelenggaraan JPH. Selanjutnya secara rinci 

dapat dijelaskan bahwa BPJPH berwenang untuk: 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 

b. Menetapkan norma, standar, produk, dan kriteria JPH; 

c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; 

d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; 

e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 

f. Melakukan akreditasi terhadap LPH; 

g. Melakukan registrasi Auditor Halal; 

h. Melakukan pengawasan terhadap JPH; 

i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 



j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan 

JPH. 

BPJPH yang dimaksud sudah harus lahir paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat 

diundangkannya undang-undang tersebut. 

Selama ini fungsi dan tugas untuk memenuhi tuntutan kehalalan tersebut dilaksanakan 

oleh MUI dengan LPPOM-nya sebagai realisasi dari piagam kerja sama Depkes, Depag, dan 

MUI. Yang sebenarnya tidak terlepas dari keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan 

Menteri Agama RI No.427/menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang 

pencantuman tulisan halal pada lebel makanan. Selanjutnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 21 ayat 2 butir d 

yang dimaksud ketentuan lainnya adalah pencantuman kata atau tanda halal yg menjamin 

makanaan dan minuman yang dimaksud. Makanan harus diproduksi dan diproses sesuai 

dengan persyaratan makanan halal. Hal ini dikuatkan pula dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 butir h 

yang intinya memuat bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi sesuatu yang tidak halal 

kemudian ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang label 

dan iklan pangan pada pasal 11 ayat 2 pada penjelasan yg dimaksud lembaga keagamaan 

adalah MUI itulah yang menjadi payung hukum dalam implementasi sertifikasi LPPOM 

MUI. 

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat 

halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk, dan hal ini akan sangat berkaitan dengan 



kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut.1 Idealnya, dengan 

kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, maka 

produsen menjamin hak-hak konsumen secara halal. Akan tetapi kenyataan membuktikan 

sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab.2  

Tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini berimplikasi kepada:  Pertama; dari sisi 

normatif, masyarakat produsen dan konsumen diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. 

Kedua; dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan 

yang mempunyai daya pikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang 

beragama Islam. Ketiga; secara sosiologis. Dalam perspektif ini ada satu kecenderungan 

dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang 

mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam.3 

Secara syar’i ataupun i’tiqodi dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-

obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Fungsi dari lembaga ini 

adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap 

produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas 

dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah 

diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau 

najis; dan ini sudah berjalan sejak Tanggal 6 Januari 1989.4 

                                                           
1 Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi 

Halal, (Jakarta: Departeman Agama, 2003), hlm.25 
2 LPPOM MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, (No.43 Th.VII 2002), dalam Paisol Burlian, 

Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam Jurnal  

Ahkam Vol. XIV, (No.1 Januari 2014), hlm.45 
3   Paisol Burlian, Op, Cit, hlm.46-47 

4 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, 

(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm.7 



Islam menghendaki agar seluruh kegiatan manusia bernilai ibadah dan berpahala, dan 

itu akan didapatkan bila diniatkan untuk memperoleh keridhoan-Nya serta dikerjakan 

menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya, menkonsumsi makanan yang tidak halal, atau 

tegasnya makanan yang diharamkan dalam agama, merupakan bentuk sikap membangkang 

terhadap ketentuan Allah, serta sebagai perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan 

keburukan.5 Di era globalisasi ini, kehalalan suatu makanan dipandang sebagai sebuah nilai 

lebih dari sebuah produk yang berkualitas. Halal menjadi keuntungan bagi pasar domestik 

maupun import. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 

Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh 

MUI”. Sebagai jaminan bagi konsumen. Halal hanya dapat disertifikasi oleh lembaga atau 

organisasi yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah dalam maupun luar negeri, serta 

mengikuti aturan import produk halal yang berlaku.6 

Makanan halal secara dzatiyah (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi 

dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hewan (binatang). Hal ini sesuai dengan 

firman Allah, QS. Al-Maidah : 3 

                                                           
5 Ma’ruf Amin, Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat, (Dalam Jurnal Halal No.101 Mei – Juni Th. XVI 

2013), hlm.29 
6 LPPOM MUI, Annual General Meeting WHFC 2015, (Dalam Jurnal Halal No.116 Th.2015), hlm.9 



 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, 

dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan 

bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang 

kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.7 

 

Serta Surah Al-Maidah: 88 

 

                                                           
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan, (Semarang: PT. Tanjung Mas 

Inti, 1992), hlm.157 



Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.8 

 

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah : 

1. Mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk 

memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam; 

2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam; 

3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan 

makanan yang najis menurut ajaran Islam.9  

Namun sampai saat ini masih terlihat banyak sekali kasus di media cetak dan elektronik 

tentang pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang ternyata beredar di tengah-tengah 

masyarakat tanpa label halal dan ini sangat merugikan konsumen seperti adanya lemak babi 

pada produk-produk roti dan sebagainya; bulu babi pada kosmetika, juga banyak sekali 

kosmetika dan bedak palsu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dengan 

memperhatikan berbagai kasus di atas, terlihat bahwa jaminan penyelenggaraan produk halal 

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan 

produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta 

meningkatkan nilai-nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk 

Halal.10 

Hal yang kemudian menarik, adalah bahwa minuman dan makanan itu sudah 

mendominasi para konsumen Muslim di Kota Palembang khususnya menjelang Hari Raya 

                                                           
8 Ibid, hlm.176 
9 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama 

Republik Indonesia, 2003), hlm.8 
10 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 



Besar Islam, Idul Adha, dan Idul Fitri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa jaminan produk halal harus dan 

hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, 

akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas. Dalam mengetahui 

kehalalan suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan 

multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, 

farmasi, dan pemahaman tentang syariat.11  

Untuk itu perlu disosialisasikan satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat 

sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi 

khususnya yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup 

tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk 

yang dilarang syariat Islam.12 

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal. Selanjutnya disingkat UU-JPH. Menyatakan bahwa pelaksanaan 

jaminan sertifikasi halal dilaksanakan oleh satu badan, yakni Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), yang sampai saat ini belum terwujud keberadaannya, sementara 

LPPOM MUI yang sudah berlangsung selama ini dan masih diakui di tengah-tengah 

masyarakat muslim baik sebagai produsen, maupun konsumen. Memperhatikan kondisi riil 

yang ada terlihat adanya tumpang tindih dalam perangkat hukum dan prakteknya di lapangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Tinjauan Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
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Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Tugas Serta Wewenang Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan. 

B.    Rumusan Masalah 

1 Bagaimana konsep yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)? 

2 Bagaimana implementasi LPPOM MUI di Sumatera Selatan untuk memberikan jaminan 

kehalalan terhadap konsumen? 

C.   Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi LPPOM MUI di Sumatera Selatan 

dalam memberikan jaminan kehalalan terhadap konsumen. 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 



Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ataupun referensi bagi penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya, ataupun sebagai suatu pedoman bagi calon konsumen dan 

pemerintah, yang antara lain:  

a. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam merencanakan, mengawasi dan 

menjamin kepastian kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi. 

b. Sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan bagi para pembaca baik 

mahasiswa maupun masyarakat Islam untuk berhati-hati dalam menkonsumsi produk-

produk yang ada, karena Islam mengharuskan kehalalan suatu produk dan 

mengharamkan sesuatu yang tidak halal. 

E.   Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

a) Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.13 Selanjutnya Setiono, menjelaskan 

bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.14 Jadi hukum itu melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, 
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dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang 

disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, 

melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada 

seseorang.15 Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek 

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.  

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; 

b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.16 

b) Teori Maqasid al-syariah (tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan 

hukum). 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum dalam satu proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. 

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam 

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.17 Sedangkan Mu`tazilah 

menjelaskan bahwa manusia, sebagai makhluk yang bebas, bertanggung jawab di hadapan 
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Allah yang adil, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia 

sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini 

merupakan akibat wajar dari asumsi pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada 

pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah 

sang pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah 

menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, 

dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.18 Salah satu konsep 

penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep 

maqasid al-tasyri' atau maqasid al-syari’ah yang menegaskan bahwa hukum Islam 

disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini 

diakui oleh para ulama, karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup 

populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.19 Teori maslahat di sini 

menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat 

hukum.20  

Adapun inti dari konsep maqasid al-syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena 

penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami 

hakikat dan peranan maqasid al-syari'ah, berikut akan diuraikan secara ringkas teori 

tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-

fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syari'ah dalam 
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menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat 

dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan 

Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya 

tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Tetapi keterikatan yang 

berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat 

prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah 

jalan telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.21 

F.  Metode Penelitian  

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian hukum indoktriner atau penelitian 

hukum sosiologis, dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.  Penelitian hukum 

empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer untuk menemukan 

teori mengenai proses terjadinya yang bertujuan menganalisis bagaimana cara pelaksanaan 

fungsi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) dan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Di 

samping mengkaji dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 sebagai landasan dukungnya. Penelitian Empiris yang terdiri dari:  

a) Penelitian terhadap identifikasi hukum; 

b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.22 

 2. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi terhadap suatu 

permasalahan walaupun dengan sedikit informasi. Logika dalam penarikan kesimpulan 

penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yang berangkat dari 

hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan 

informasi-informasi yang membangunnya, kemudian dikelaskan dalam suatu konsep. 

Lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi 

terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat 

konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan Perundang-

undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa 

peraturan tersebut dikeluarkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk 

meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.23 Pendekatan ini 

digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis. Hasil dari telaah tersebut merupakan 

suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan 

akademis, peneliti perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-

undang tersebut.24 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum .Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan 
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doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum seorang peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas asas 

hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran atau sebagai dasar bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum 

yang dihadapi.25  

3.   Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian hukum tentang pelaksanaan fungsi LPPOM MUI, penulis memilih untuk 

melakukan penelitian di Kantor LPPOM MUI Sumatera Selatan. 

4.  Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan sekunder, yang mana sumber 

bahan berupa data-data tentang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia yang di peroleh dari dokumen-dokumen, fakta dan data yang 

ditemukan di lapangan penelitian. hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder tersebut, dapat dibagi 

menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan objek penelitian.26 Sumber data primer adalah Pengurus MUI, LPPOM,  

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan Hukum Skunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan 

majalah.27 Maupun diperoleh dari masyarakat, dokumen yang ada relevansinya pada 

pokok penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer 

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya.28 Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. SKB Menteri 

Kesehatan dan Menteri Agama No.427/menkes/skb/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 

1985. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu: 

a. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Di dalam wawancara ada 2 

pihak, yaitu interviewer dan interview. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara 

dengan pihak LPPOM MUI seperti kepala Bidang, kepala subbagian perencanaan 

evaluasi dan pelaporan, kepala bidang statistik dan perencanaan strategi, dan kepala 

bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah di badan perencanaan, yang dapat 
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memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi 

penelitian yaitu kantor LPPOM MUI Sumsel. 

b. Studi Kepustakaan  

Dalam pengumpulan bahan digunakan metode kajian kepustakaan atau studi 

dokumenter.29 Penelitian yang hendak melakukan studi kepustakaan harus 

memperhatikan bahan yang akan dicari. Selanjutnya untuk peraturan perundang-

undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah 

hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya. 

Adapun pustaka yang menjadi penelitian antara lain buku-buku dan literatur yang 

berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dokumen resmi, 

peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tinjauan Yuridis Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi tugas serta 

wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia Sumatera Selatan adalah menggunakan analisis bahan secara kualitatif dalam 

bentuk deskriptif naratif. Karena bahan yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, 

bahan tersebut sukar di ukur dengan angka, hubungan atar variabel tidak jelas. Namun 

cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari bahan yang telah diperoleh.30 Dapat 
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ditegaskan bahwa analisis bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis, dengan cara: 

a. Mengorganisasikan data ke dalam kategori 

b. Menyebarkan kedalam unit-unit 

c. Melakukan sintesa 

d. Menyusun kedalam pola 

e. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

f. Membuat kesimpulan agar mudah dipahami. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah 

memberikan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara 

sistematik kemudian disimpulkan dengan metode induktif, sedangkan data kualitatif 

dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk Bahasa proses 

kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran. 
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